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1.1 Latar Belakang Pendlitian

Tujuan pemberian otonomi daerah yang dirumuskdand Undang-
Undang no. 22 tahun 19%@alah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat dalam bingkai prinsip-pringgod governance dannational unity.
Hal ini merupakan sinergi antara komponen pemédrjntawasta, dan
masyarakat, serta mendukung daya saing pemerintagrall dalam
mengembangkan potensi daerah, dimana setiap cagapismerintah daerah
perlu membangun sumber daya manusia yang profésianaberkompetensi
tinggi yang akan menjadi pusat keunggulan pemdrinta

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yangihbalan
berwibawa good governance) serta mewujudkan pelayanpuablic yang baik,
efisien, efektif dan berkualitas tentunya perluuitiehg adanya Sumber Daya
Manusia (SDM). SDM merupakan salah satu asset yasmgpunyai peran
penting dalam suatu organisasi, baik organisasistswmaupun organisasi
public. betapapun majunya teknologi, berkembangnya irdsrntersedianya
modal, dan memadainya bahan, jika tidak didukunggdie kemampuan SDM
yang memadai, akan sulit bagi suatu organisasikumtencapai tujuannya.
Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikeletman baik, sehingga
dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Hal imiuteya akan memberikan

manfaat yang besar bagi organisasi dan masyaraiekitdrnya.



Keberadaan pegawai atau Pegawai Negeri Sipil (PN&)gat
dibutuhkan, khususnya PNS yang profesional, begiamg jawab, adil, jujur
dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, @N&n menjalankan
tugas tentunya harus berdasarkan pada profesioratian kompetensi sesuai
kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya, dalam rgka pemberian pelayanan
umum kepada masyarakat. Pegawai perlu diberikardii@kukan pembinaan
yang sistematis melalui berbagai kebijakan darriunstn pembinaan, salah
satu instrumen itu dapat mengalahkan karyawan {agleat kompetensi yang
diinginkan.

Adanya perubahan Undang-Undang yang mengatur nggnta
Pemerintah Daerah, dimana Undang-Undang nomor Sunr&®74 telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 199&hy Mei 1999,
dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor & 2004 tentang
Pemerintah Daerah, telah membawa berbagai perubdbéam tatanan
organisasi pemerintah daerah, termasuk perubalham geengelolaan sumber
daya aparatur yang masih diatur dengan Undang-Wndamor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian.

Pada Peraturan Menpan No0.15/2008 merupakan cetakdiormasi
birokrasi hingga tahun 2025. Ditambahkan, refornb@skrasi bukan berada
di ruang hampa, karena itu harus melihat kondisyektif negara ini.
Reformasi birokrasi memang butoémunerasi atau pemberian gaji yang baik
sebagai salah satu upaya untuk menekan penyimpahgia@paratur negara,
Pada dasarnya, reformasi birokrasi adalah perubalraset dancultural set,

dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang miepgadnan, dari jabatan



menjadi amanah, dari ego sektoral menjadi ego nakiaan darioutput
menjadi outcome. Selain itu mengubah sistem manajemen berbasesj&jn
yang meliputi bidang tatalaksana, kelembagaan, SDbitlaya kerja dan
informasi teknologi (IT). Oleh karena itu reformagirokrasi merupakan
proses panjang yang harus dilaksanakan secarastemsi

Perubahan paradigma dalam berpemerintahan jugantgnadanya
perubahan dalam proses pengangkatan pegawai dalambepahan
manajemen sumber daya aparatur pemerintah daeraly Yeerbasis
kompetensi. Dengan demikian, masalah kompetensgy ganng didengung-
dengungkan dilingkungan birokrasi bukan hanya sa@bagcana, tetapi benar-
benar diimplementasikan secara nyata.

Masalah lain yang amat menggangu kinerja birokmenerintah,
adalah penempatan pegawai dalam jabatan yang t@ksarkan pada
kompetensi. Persyaratan jabatan struktural yangurdidalam Peraturan
Pemerintan (PP) Nomor 100 Tahun 2000 lebih meratikkan pada
persyaratan administratif, seperti pangkat terenddbaftar Urutan
Kepangkatan (DUK), dan Daftar Penilaian PrestasigalRai (DP3).
Masalahnya, di lingkungan PNS, pangkat tidak selatencerminkan
kompetensi atau prestasi, karena pangkat ditetap&edasar ijazah tertinggi
yang dimiliki pegawai serta masa kerja di pemehata Sebagai contoh,
tamatan SD diberi pangkat awal I/a, tamatan SLT#& dan tamatan S1 lll/a,
dengan tidak membedakan jenis keahlian yang memakki. Setelah itu,
setiap empat tahun, pangkat mereka naik ke jengni tinggi sampai ke

pangkat puncak, atau pangkat tertinggi yang dapapdinya.



PP No 99/2000 juga kurang memacu PNS mengikutiigiaah lebih
lanjut karena dengan tetap ada di kantor, pang&ag yoersangkutan akan
lebih cepat naik, meski kompetensi yang dimiliktape Sementara itu,
pendidikan tambahan, yang sebenarnya lebih beksmgi peningkatan
kompetensi, kurang dihargai. PP ini banyak dikritkmun sampai hari ini
masih tetap diberlakukan.

Fenomena rendahnya kinerja PNS terbukti denganhnizsiyaknya
PNS terkesan menganggur dan sering keluar sadtggendi Kab. Lamongan
(Selasa, 15 Desember 200@p://regional.kompas.combData laporan tahunan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi tahun 2088&8 Kepegawaian Daerah
(BKD) tercatat 12 pegawai yang terkena sanksi iplier dan dari 12
pegawai yang bermasalah tersebut tingkat capaida pananganan kasus
disiplin yang hanya 70% atau 7 orang dari rencama felah ditetapkan yaitu
12 orang, sehingga rencana yang telah ditetapkesebigt tidak berhasil
dikerjakan atau direalisasikan secara penuh olgaywa BKD Kabupaten
Lamongan.

Hal tersebut tidak terlepas dari rendahnya kindBjdD selaku
pengendali dan pembina seluruh PNS daerah. BKD Kammongan yang
mempunyai visi terwujudnya pembinaan, kesejahtergaglayanan, dan
profesionalisme pegawai yang lebih baik dan majuukunmendukung
terlaksananygood govement dan salah satu dari misi BKD yaitu mewujudkan
peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pendidikgelatihan dan

peningkatan disiplin PNS.



Disiplin  merupakan salah satu unsur yang dapat mang
profesionalisme kinerja, oleh sebab itu penindakacara tegas pada PNS
yang melanggar sangat diwajibkan, karena akan bgyalalangsung terhadap
citra dan kinerja pemerintahan daerah.

Kinerja menurut Bernardi & Russel (1998:239) yattberformance is
defined as the record of outcomes produce on a specified job function or
activity during a specified time period”, yang artinya, kinerja merupakan
catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh darig$ifungsi tertentu atau
kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.

Hal senada diungkapkan A.A. Anwar Prabu Mangkure¢2000:67)
menyatakan bahwa “Kinerja karyawan (prestasi kex@glah hasil dari kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai olehosasg karyawan dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jgaad diberikan
kepadanya”.

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah awal dalamataekembali
sistem perencanaan sumber daya manusia adalahdiaerse sistem
manajemen dan sistem penilaian kinerja yang jgtasy dapat dijadikan alat
untuk mengukur kemampuan pegawai secara tepat @stdgp bidang dan
unit, karena pada setiap bidang dan unit dibutulideamampuan yang berbeda
pula.

Penilaian kinerja merupakan bagian penting dastwswrganisasi,
karena berpengaruh terhadap manajemen pengembd&@igih Penilaian
kinerja menurut Milkovich dan Boudreu (1997:100)ropakan suatu proses

untuk mengukur kinerja karyawan dengan membandimgileasil kerja dengan



standar kerja yang telah ditetapkan. Hal senadaglapkan oleh Bernardin &
Russell, (1998:59), merupakan suatu cara mengukuirikusi-kontribusi dari
individu-individu anggota organisasi kepada orgasiisya. Dubrin, et. al,
(1996) dalam Sihotang (2007:186) mengatakan bahemilgan kinerja
memiliki 2 (dua) kepentingan yaitu kepentingan b&gryawan dan bagi
organisasi. Bagi karyawan dapat memberikan umpafik bgentang
kemampuan, kekurangan-kekurangan dan potensi-pg&mng ada, yang pada
gilirannya nanti dapat dikembangkan untuk meningkakinerja, sedang bagi
organisasi sangat penting arti dan peranannya dag&rgambilan keputusan
tentang berbagai hal, seperti identifikasi kebutuh@ryawan, promosi,
pemberian imbalan, dan berbagai aspek lain.

Penilaian kinerja merupakan kegiatan mengukur at@nilai serta
menetapkan seorang pegawai/karyawan sukses atawal gdglam
melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan rsiagidajaan sebagai
tolak ukurnya. Sistem penilaian kinerja atau prasterja pada pegawai
negeri sipil secara formal tertuang pada PP No.taltun 1979 tentang
penilaian pelaksanakan pekerja PNS atau lebih dikeR3 (Daftar Penilaian
Pelaksanakan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil). &anilkinerja tersebut
dilaksanakan menggunakan DP3, dengan unsur-unsog yerdapat di
dalamnya, meliputi: kesetiaan, prestasi kerja, gang jawab, ketaatan,
kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan.

Penilaian prestasi kerja bertujuan untuk mengetdakiuatan dan
kelemahan karyawan, sehingga proses umpan bal&gaelnotivator dapat

berjalan dengan baik untuk memperbaiki kesalahayaksan dalam bekerja



dan penentuan alokaseward yang susuai dengan prestasi kerja masing-
masing karyawan.

Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan agat aegmaberikan
hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran ocagadengan standar kinerja
yang telah ditetapkan. Kompetensi menyangkut kemgga setiap individu
untuk melakukan tugas atau mengambil keputusarasdsangan peranannya
dalam organisasi yang relevan dengan keahlian,gt@mgan dan kemampuan
yang dimiliki. Kompetensi yang dimiliki karyawan csga individual harus
mampu mendukung pelaksanaan strategi organisasmadampu mendukung
setiap perubahan yang dilakukan manajemen. Dengtmn l&in kompetensi
yang dimiliki individu dapat mendukung sistem kdsgrdasarkan tim.

Kompetensi menurut Lyle M. Spencer dan Signe MenSpr (1993:9),
competency is an underlying characteristic of an individual that is causally
related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job
or situation, artinya bahw&ompetensi merupakan karakteristik dasar manusia
yang dari pengalaman nyata (nampak dari perilakujemidikan
mempengaruhi, atau dapat dipergunakan untuk memngleak (tingkat)
performansi di tempat kerja atau kemampuan mengagasoalan pada suatu
situasi tertentu. Oleh karena itu kompetensi mew@pabagian dalam dan
selamanya ada pada kepribadian seseorang danndepgrediksikan tingkah
laku dan performansi secara luas pada semua sitaajsib tasks.

Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besayapuh penilaian
kinerja terhadap kompetensi pegawai dan kinergawai, penulis tertarik

menyumbang pemikiran untuk peningkatan kinerjaviddi yang professional



di kantor Pemerintahan Kabupaten Lamongan unit BaKapegawaian
Daerah (BKD) yang berjudulPengaruh Penilaian kinerja dan Kompetensi
Pegawai terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Lamongan )”.

1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah tampak bahwa kinegaaakup berbagai

aspek yang sangat kompleks, karena itu dalam pi@neini permasalahannya

difokuskan pada:

1. Bagaimana pengaruh penilaian kinerja terhadap ktenpepegawai di
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan?

2. Bagaimana pengaruh penilaian kinerja terhadap jkinergawai di Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan?

3. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerjawaegdi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan?

4. Bagaimana pengaruh penilaian kinerja dan kompetensadap kinerja

pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lgam®

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan utamg ingin
peneliti capai dalam pengaruh sistem penilaianrjanerhadap kompetensi
pegawai dan dan kinerja pegawai di Badan Kepegawaserah Kabupaten

Lamongan adalah:



1. Mengetahui besarnya pengaruh penilaian kinerjaatEgh kompetensi
pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lgamon

2. Mengetahui besarnya pengaruh penilaian kinerjatigh kinerja pegawai
di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.

3. Mengetahui besarnya pengaruh kompetensi pegawhadap kinerja
pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lgamon

4. Mengetahui besarnya pengaruh penilaian kinerjakdampetensi pegawai
terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Dhadfabupaten

Lamongan.

2. Manfaat
Penelitian ini diharapkan akan berguna, baik seagademis maupun
praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis (Akademik): Hasil penelitian inpaiadijadikan kajian
lebih lanjut mengenai ilmu manajemen manajemen surdaya manusia
khususnya pada organisasi pemerintahan mengenaaipenkinerja,
kompetensi pegawai, dan kinerja pegawai.

2. Secara empiris, hasil penelitian ini diharapkan atlaperguna bagi
organisasi pemerintahan khususnya pegawai padaorkd&KD kab.
Lamongan, dalam mengelola dan meningkatkan kirgggawai maupun

organisasi.



